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UU
18/1999

Tentang Jasa 
Konstruksi

PP 28/2000 JO
PP 4/2010 JO
PP 92/2010

Usaha dan Peran 
Masyarakat Jasa 

Konstruksi

PP 4/2010 Sekretariat
LPJK di bawah

Kementerian PUPR 
namun tidak disetujui

oleh Masyarakat  
Jakon;

ke PP 92/2010

PP 29/2000 JO
PP 59/2010 JO

PP 79/2015

Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi

Pembinaan Jasa 
Konstruksi

PP 30/2000

UU
02/2017

Tentang Jasa 
Konstruksi

PP 22/2020

Usaha dan Peran 
Masyarakat Jasa 

Konstruksi

Permen PUPR  No. 
9 Tahun 2020

Perubahan LPJK dari
Lembaga Masyarakat 

menjadi Lembaga 
Pemerintah

Permen PUPR No. 
10 Tahun 2020

Akreditasi Asosiasi
BU, Asosiasi Profesi
dan Asosiasi Rantai

Pasok

Mencabut 3 PP Pelaksanaan
UU 18/1999 dan Perubahannya

UU
11/2020

Tentang Cipta
Kerja

PP 14 Tahun 2021

Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa 

Konstruksi

Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha

Berbasis Risiko

PP 5 Tahun 2021

Tata Cara Pelaksanaan
Pemenuhan Sertifikat

Standar Jasa 
Konstruksi Dalam

Rangka Mendukung
Kemudahan Perizinan
Berusaha Bagi Pelaku
Usaha Jasa Konstruksi

Permen PUPR  
No. 6 Tahun 2021

Standar Kegiatan Usaha 
Dan Produk Pada 
Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor

PUPR

Permen PUPR  
No. 8 Tahun 2021

Permen PUPR 
No. 12 Thn 2021

Permen PUPR
No. 8 Tahun 2022

Penilai Ahli, 
Kegagalan

Bangunan, dan 
Penilaian

Kegagalan
Bangunan

Pelaksanaan
Pengembangan

Keprofesian
Berkelanjutan

DASAR HUKUM

L E M B A G A  P E N G E M B A N G A N  J A S A  K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



TUGAS DAN FUNGSI LPJK
(BERDASARKAN PP NO. 14 TAHUN 2021)
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MENTERI PUPR

Ketua LPJK
Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc.

BIDANG 2
Lisensi dan 

PTUK

BIDANG 3
Pelatihan, Uji 

Kompetensi dan 
Penetapan 
Penilai Ahli

BIDANG 4
Penyetaraan 
Tenaga Kerja 

Asing dan 
Akreditasi

BIDANG 5
Pengembangan 

Penyelenggaraan 
Jasa & Usaha 

Sektor Konstruksi

Ir. Ludy 
Eqbal 

Almuhamadi

Agus 
Gendroyono, 

ST., MT.

Prof. Dr. Ir. Agus 
Taufik Mulyono, 

MT., IPU., 
ASEAN., Eng.

Ir. Tri 
Widjajanto, 

MT.

Prof. Dr. Manlian 
Ronald Adventus 
Simanjuntak, ST., 

MT., D.Min

BIDANG 6
Program 

Rencana Kerja 
dan Monev

Dr. Ir. Syarif 
Burhanuddin, 

M.Eng, IPU

BIDANG 1
Registrasi

Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Dewi Chomistriana, ST, 
M.Sc

Sekretaris LPJK

Ahmad Agus Fitrah Akbar, ST., 
MT.

Kepala Bag. Administrasi LPJK

Kelompok Jabatan Fungsional

Dewan Pengawas
1. Dirjen Bina Konstruksi
2. Ir. Widiarto. Sp.1
3. Ses Kementerian BUMN
4. Deputi Bidang Hukum dan
    Penyelesaian Sanggah
    LKPP
5. Staf Khusus Bidang HI
    Kemenhub
6. Ir. Ruslan Rivai, MM
7. Dr. Sigit Adjar Susilo, MM

q Pembentukan LPJK berdasarkan Permen PUPR Nomor 9 
Tahun 2020 sebagai Lembaga Non Struktural di bawah 
Menteri PUPR.

q Penetapan Pengurus LPJK Periode 2021-2024 
berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 1792/KPTS/M/2020.

STRUKTUR ORGANISASI LPJK
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PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

dilakukan oleh:

PEMERINTAH PUSAT PEMDA PROVINSI PEMDA 
KABUPATEN/KOTA

Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi, yang terdiri 
atas:

• Asosiasi Profesi
• Asosiasi Badan Usaha
• LPPK
• Pengguna Jasa
• Penyedia Jasa
• Perguruan Tinggi/Pakar

• Pelaku Rantai Pasok
• Tenaga Kerja Konstruksi
• Pemerhati Konstruksi
• Lembaga Sertifikasi Jasa 

Konstruksi
• Pemanfaat Produk Jasa 

Konstruksi
PP 14 Tahun 2021 Pasal 97 Ayat (1) & (2)

• Pemberdayaan asosiasi dilakukan melalui akreditasi asosiasi untuk menilai dan bukti pengakuan formal untuk 
menentukan kelayakan asosiasi

• Penjaminan mutu asosiasi terakreditasi dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi oleh LPJK 



PERAN ASOSIASI
DALAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Beberapa permasalahan jasa
konstruksi yang terjadi saat ini:

1. Fungsi pembinaan belum
sepenuhnya menyentuh masyarakat
jasa konstruksi

2. Badan usaha jasa konstruksi masih
didominasi generalis, sementara
badan usaha spesialis belum
berkembang.

3. Masih sedikitnya tenaga kerja
konstruksi bersertifikat

4. Masih banyak Penyedia Jasa yang 
belum menggunakan teknologi dan 
komponen dalam negeri.

Peran Asosiasi Badan Usaha dalam
menyelesaikan permasalahan jasa
konstruksi yang ada:

1. Melaksanakan Pengembangan Usaha 
Berkelanjutan

2. Meningkatkan Kemampuan Badan Usaha
3. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja
4. Melindungi Kepentingan Angggota
5. Membentuk LSBU untuk optimalisasi

sertifikasi



#10PP No 14 Tahun 2021 Pasal 42J ayat (2)

KEWAJIBAN ASOSIASI

Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan

Menyampaikan Laporan Keuangan
Asosiasi yang telah diaudit kantor
akuntan publik yang memiliki izin
untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Menyampaikan Laporan Kinerja
Tahunan Asosiasi untuk Periode 1
Januari s.d. 31 Desember

Melakukan pengembangan usaha
berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan 
Usaha dan Asosiasi terkait Rantai Pasok

Melakukan Pengembangan Keprofesian
berkelanjutan bagi Anggota Asosiasi
Profesi

Melakukan pemberdayaan kepada 
anggotanya

Menyusun dan Menegakan kode etik
serta kode tata laku profesi bagi 
anggotanya



KETERKAITAN ANTARA ASOSIASI, LPPK, LSP/LSBU, dan SERTIFIKASI

ASOSIASI
Organisasi dan/atau himpunan individu/ badan usaha profesional dalam 
suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan 

nukum

Peran Asosiasi:
bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan 

profesi/badan usaha melalui Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan atau Pengembangan Usaha Berkelanjutan

ASOSIASI TERAKREDITASI

DAPAT MEMBENTUK

LSBU
LSP

MENYELENGGARAKAN SERTIFIKASI

MANFAAT SERTIFIKASI

BAGI BUJK: 
1. Sebagai bukti kompetensi BUJK
2. Sebagai persyaratan izin usaha
3. Persyaratan mengikuti tender/ pelelangan

BAGI TKK: 
1. Sebegai bukti kompetensi keahlian di 

bidangnya
2. Billing rate yang lebih tinggi

Meningkatkan 
Kompetensi, 
Kualitas, dan 

kuantitas 
SDM/Badan 

Usaha
LPPK

Lembaga yang menyelenggarakan 
Pendidikan dan/atau pelatihan kerja pada 
keilmuan di bidang Jasa Konstruksi, 

berbadan nukum LPPK TEREGISTRASI
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1. Dapat digunakan untuk tender
2. Masa berlaku 3th
3. Keabsahan dgn QR terbitan LPJK 

PERBEDAAN

PERSAMAAN 4. Status proses tercatat di LPJK
5. Wajib menjadi anggota asosiasi

KBLI 2017 KBLI 2020
1. Persyaratan Kemampuan
2. Klasifikasi, Kbli, subklasifikasi, subkualifikasi
3. Sertifikasi oleh LPJK
4. Wajib melalui VVA Asosiasi
5. Permohonan & terbit SBU melalui SIKI LPJK
6. SBU tertera kekayaan bersih & tahun KD
7. SBU terbitan LPJK ada usaha orang perorangan
8. SBU untuk kualifikasi besar tanpa pengalaman 

dari M1
9. SBU KBLI 2017 jumlah dibatasi sesuai PerMen PU
10. Ada larangan bujk umum mengambil spesialis

1. Persyaratan Kemampuan (+ peralatan, SMM, SMAP)
2. Klasifikasi, Kbli, subklasifikasi
3. Sertifikasi oleh LSBU
4. Tanpa melalui VVA Asosiasi
5. Permohonan & terbit SBU melalui OSS
6. SBU tanpa informasi kekayaan bersih & KD
7. SBU dari LSBU tidak ada usaha orang perorangan 

(usaha orang perorangan langsung oleh Pemerintah 
tanpa melalui LSBU)

8. SBU tidak ada larangan usaha besar mengambil kecil 
9. Jumlah SBU KBLI 2020 yang dapat dimiliki dibatasi 

nilai investasi (diatur di OSS saat memilih KBLI)
10. Dapat mengambil BUJK umum dan spesialis

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SBU KBLI 2017 
DENGAN SBU KBLI 2020
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PEMOHON
ABU
VVA

LPJK
(Proses 

Sertifikasi)
SBU

PEMOHON OSS
PORTAL 

PERIZINAN 
PUPR 

LSBU
(Proses 

Sertifikasi)

LPJK
(Pencatatan 

pada 
SIJKT/SIKI)

BUJK ABUT LSBU LSBU 
TERLISENSI

Registrasi dan 
Akreditasi 
oleh LPJK

Lisensi 
LSBU oleh 

LPJK

ALUR 
PERMOHONAN 
LAMA

ALUR 
PERMOHONAN 
TERBARU

ALUR
PROSES LSBU

PP No. 5 Tahun 2021 - Pasal 102 & 103

SBU

SBU DIUNDUH OLEH

BUJK MELALUI SIKI

SBU DIUNDUH OLEH
BUJK MELALUI OSS

Lampiran Permen PUPR - No.51 Tahun 2015

OSS

PP No. 14 Tahun 2021 - Pasal 41K - 41N
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PERUBAHAN PROSES BISNIS 
PENGAJUAN PERMOHONAN SBU 



API SIJK

BUJK Tinjauan

LSBU

Permohonan 
SBUPerijinan 

PUPR

DB SIKI DB SIMPAN

PJBU, PJTBU, 
PJSKBU, SBU

Pengalaman

- Data Referensi TKK (Data Personal, 
Klasifikasi/Subklasifikasi, 
Kualifikasi, Jenjang)

- Data Klasifikasi/kualifikasi usaha 
SBU

-  Data Referensi Pengalaman 
Lampau

-  Data Pengalaman Terverifikasi 
hasil Sertifikasi

1. Permohonan Baru
2.Permohonan Perpanjangan
3. Permohonan Perubahan

Permohonan 
Sesuai LSBU

Melakukan 
Pembayaran

(Start 
Asessment)

LPJK/
SIKI

PUPR/UMKU Belum Kompeten/Proses Banding

OSS

Membuat Laporan dan 
data teknis

Permohonan Pencatatan 

DB SIMPK

Peralatan

Data Referensi 
Peralatan

Penerbitan 
SBUKonstruksi 
(E-Sertifikat)

DB OSS

Data Administrasi

- Identitas 
Perusahaan

- Akte Pendirian
- Saham

Lengkap

Tidak lengkap

Perjanjian 
Sertifikasi 
kemudian 

penerbitan invoice

Penunjukkan Asesor 
dan Melaksanakan 

Asesmen

Penetapan 
Keputusan

- (<7 Hari Kerja) 
Email/ Payment Gateway

- Notifikasi ke SIKI dan UMKU

1. NIB 
2. Sertifikat Standar
3. UMKU
4. SBU

(<5 Hari Kerja) 

ALUR PERMOHONAN SERTIFIKASI 
SBU JASA KONSTRUKSI



Penjualan 
Tahunan1. PP No. 5 Tahun 2021 

Pasal 85
2. PerMen PUPR No 6 

Tahun 2021
3. SE Menteri PUPR No. 21 

Tahun 2021 Huruf G 
angka 2d

Kemampuan 
keuangan

Ketersediaan 
TKK

Penyediaan 
Peralatan 
konstruksi

Penerapan 
SMM

Penerapan 
SMAP

Permen PUPR No. 8 
Tahun 2022
Pasal 4 ayat 3c

Ketentuan sesuai :

Relaksasi sesuai :
Penjualan 
Tahunan

Kemampuan 
keuangan

Ketersediaan 
TKK

Penyediaan 
Peralatan 
konstruksi

KTA Asosiasi 
Terdaftar di 

LPJK

Penerapan 
SMAP

NSPK LAMA
Keuangan Tenaga KerjaPengalamanPerMen PUPR No. 19 / 2014

KRITERIA PEMENUHAN KEMAMPUAN BADAN USAHA



Belum memiliki SBU 
KBLI 2020

Perpanjangan masa berlaku 
SBU KBLI 2020

1) Proses Perubahan Melalui LSBU: Perluasan 
lingkup (penambahan subklasifikasi); Turun 
kualifikasi melalui asesmen; Naik kualifikasi 
dengan asesmen.

2) Tanpa proses melalui LSBU (langsung ke 
LPJK) : Perubahan data adminisrasi merubah 
sertifikat tanpa asesmen: alamat, asosiasi, 
email, npwp, PJBU dll. 

OSS/
LSBU

Baru

Perpanjangan

Perubahan

PP No. 05 Tahun 2021
Pasal 102 & 103BUJK mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui

Lembaga OSS dengan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100 dan Pasal 101 dilaksanakan melalui Lembaga OSS.

PENGAJUAN SERTIFIKASI SBU & SKK
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1. Dapat digunakan untuk
persyaratan PJT/PJSK

2. TKKwajib menjadi anggota Asosiasi
untuk Kualifikasi Ahli

PERBEDAAN

PERSAMAAN 3. Keabsahan dengan QR terbitan LPJK
4. Status proses tercatat di LPJK

SKK-K SKA/SKT
1. Masa berlaku SKK 5 tahun
2. Jumlah kepemilikan sertifikat SKK dibatasi (PP 14 Th

2021 dan PerMen 8 Th  2022)
3. SKK ada jenjang dan jabatan kerja
4. SKK terbit dengan Nomor Registrasi dari BNSPdan

LPJK
5. SKK Sertifikasi melalui LSP
6. SKK tanpa melalui VVA Asosiasi

1. Masa berlaku SKA/SKT 3 tahun
2. Jumlah kepemilikan Sertifikat SKA/SKTtidak dibatasi
3. SKA/SKThanya SubKlasifikasi dan SubKualifikasi
4. SKA/SKTdengan Nomor Registrasi dari LPJKN
5. SKA/SKTsertifikasi melalui LPJK
6. SKA/SKTwajib melalui Asosiasi

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN 
SKK-K DAN SKA/SKT
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Arsitektur;

Sipil;

Mekanikal;

Tata Lingkungan;

Arsitektur Lanskap, Iluminasi dan Desain Interior;

Perencanaan Wilayah dan Kota;

Sains dan Rekayasa Teknik; atau

Manajemen Pelaksanaan.

a

b

c

d

e

f

g

h

PP 14 tahun 2021 Pasal 28C PP 4 tahun 2010 Pasal 8C ayat 2

Arsitektur;a

Sipil;b

Mekanikal;c

Elektrikal;d

Tata Lingkungan;e

Manajemen Pelaksanaan.f

NSPK 
LAMA

NSPK 
BARU

PERUBAHAN KLASIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI 
BERDASARKAN BIDANG KEILMUAN
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PROSES BISNIS PENGAJUAN 
PERMOHONAN SKK-K BARU

PEMOHON  
(TKK)

ASOSIASI  
PROFESI 

VVA

LPJK
(Proses Sertifikasi) SKA/SKT

PEMOHON
(TKK) PORTAL 

PERIZINAN  
PUPR

LSP
(Proses 

Sertifikasi)
LPJK

(Pencatatan  
pada SIJKT/  

SIKI)

ALUR 
PERMOHONAN  
LAMA

ALUR 
PERMOHONAN  
BARU

PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 101 & 102

SKK-K

SKA/SKT DIUNDUH OLEH  
TKK MELALUI SIKI

SKK-K 
DIUNDUH 
OLEH TKK  
MELALUI 
PORTAL 

PERIZINAN  
PUPR

Lampiran Permen PUPR No.51 Tahun 2015

OSS

TKK-K APT CLSP/  
LSP P3

LSP 
TERLISENSI

Registrasi dan  
Akreditasi oleh  

LPJK

Lisensi 
LSP oleh  

BNSP

ALUR
PROSES LISENSI LSP

OSS

PP No. 14 Tahun 2021 - Pasal 30F

Rekomenda  
si Lisensi LSP  

oleh LPJK

LPPK Registrasi  
oleh LPJK

CLSP/ LSP
P1/P2

BNSP
(No SKK &
No Reg)

membentuk



Sebagai syarat utama bekerja di bidang jasa konstruksi

 Sebagai Persyaratan Pemenuhan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk 
 Penetapan Kualifikasi Badan Usaha : PJBU, PJTBU dan PJSKBU

Ketersediaan tenaga kerja konstruksi untuk penetapan Kualifikasi Badan Usaha harus 
memenuhi persyaratan minimal atas: jumlah tenaga kerja, kualifikasi tenaga kerja dan 
jenjang tenaga kerja, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi 
kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi.

Sebagai persyaratan untuk menjadi Asesor Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja

Sebagai persyaratan menjadi Penilai Ahli dalam hal terjadi kegagalan bangunan

Sebagai persyaratan pemenuhan Akreditasi bagi Asosiasi Profesi : Jumlah dan sebaran
anggota Asosiasi yang harus dibuktikan dengan kepemilikan SKK-K.

2

1

3

4

5

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SKK-K
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C

a. Perhitungan berdasarkan kebutuhan TKK pada persyaratan tenaga kerja di Badan Usaha (SK Dirjen No. 144 Tahun 2022) 

sesuai data SIKI 4 September 2023.

b. Selisih TKK jenjang 5 menggunakan ketersediaan TKK jenjang 5, 4, dan 3.

JENJANG
KEBUTUHAN PJT KEBUTUHAN PJKSBU

KEBUTUHAN TKK KETERSEDIAAN TKK SELISIH TKK
(KETERSEDIAAN – KEBUTUHAN)

KONSULTAN KONTRAKTOR TERINTEGRASI KONSULTAN KONTRAKTOR TERINTEGRASI

JENJANG 9 1 6 7 247 240

JENJANG 8 14 45 1 2 62 1.008 946

JENJANG 7 280 518 18 19 835 1.926 1.091

JENJANG 6 2.371 269 376 3.016 561 -2.455

JENJANG 5 1.768 1.768 508 -1.260

JENJANG 4 517 517

JENJANG 3 386 386

JUMLAH
295 2.934 6 288 2.163 2

3.235 2.453 5.688 5.153 -535

Data SIKI 4 September 2023

KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN TKK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN PERHITUNGAN



DATA SKA / SKK-K AHLI AKTIF  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Total SKA & SKK-K 
Ahli Prov. Kaltim

4.435 Sertifikat

(3.191 TKK Ahli)

TOTAL
SKK-K AHLI 

(Masa Berlaku 5 Tahun)

2.879 Sertifikat

(1.948 TKK Ahli)

TOTAL
SKA

(Masa Berlaku 3 Tahun)

1.556 Sertifikat

(1.243 TKK Ahli)

JENJANG 9 / UTAMA

414 sertifikat
(250 TKK)

JENJANG 8 / MADYA

1.404 sertifikat
(1.010 TKK)

JENJANG 7 / MUDA

2.617 sertifikat
(1.931 TKK)

Data 8 September 2023
(https://lpjk.pu.go.id/bank-data/Data/report_tableau)



DATA SKT / SKK-K T/A/OP AKTIF  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TOTAL
SKK-K T/A/OP 
(Masa Berlaku 5 Tahun)

5.660 Sertifikat

(4.506 TKK Terampil)

TOTAL
SKT

(Masa Berlaku 3 Tahun)

2.417 Sertifikat

(2.280 TKK Terampil)

JENJANG 3
469 sertifikat

(379 TKK) JENJANG 5
664 sertifikat
(529 TKK)JENJANG 4

720 sertifikat
(588 TKK) JENJANG 6

789 sertifikat
(575 TKK)JENJANG 2

868 sertifikat
(690 TKK)

JENJANG 1
2.150 sertifikat
(1.745 TKK)

Total SKT & SKK-K 
T/A/OP Prov. Kaltim

8.077 Sertifikat

(6.786 TKK Terampil)

KELAS II
704 sertifikat

(676 TKK)

KELAS III
770 sertifikat
(739 TKK)

KELAS I
943 sertifikat

(865 TKK)

Data 8 September 2023
(https://lpjk.pu.go.id/bank-data/Data/report_tableau)



DATA BUJK AKTIF
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KBLI

KUALIFIKASI

JUMLAH

PERORANGAN BESAR MENENGAH KECIL SPESIALIS

2017 - 23 295 1.169 - 1.487

2020 - 23 102 1.453 85 1.663

TOTAL BUJK 3.150

KBLI

JENIS USAHA

JUMLAH
JASA 

KONSULTANSI
PEKERJAAN 
KONSTRUKSI

PEKERJAAN 
TERINTEGRASI

2017 111 1.376 - 1.487

2020 166 1.497 - 1.663

TOTAL BUJK 3.150

Data 8 September 2023
(https://lpjk.pu.go.id/bank-data/Data/report_tableau)

3.150 BU
(11.144 SBU)

SBU KBLI 2020

4.981
Sertifikat

SBU KBLI 2017

6.163
Sertifikat

1.487 BU

1.663 BU
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3.191
TKK Ahli

INPUT

Utama / Jen. 9 :

    250 TKK Ahli
Madya / Jen. 8 :

    1.010 TKK Ahli
Muda / Jen. 7 :

    1.931 TKK Ahli

61%
1.947
TKK Ahli

39%
1.244
TKK Ahli

NON INPUT

59,5%
1.900
TKK Ahli

1,5%
47
TKK Ahli

Sudah input, namun
belum submit

Sudah input

Data SIKI 8 September 2023

UTAMA / Jenjang 9

165 TKK Ahli

0,1%

66%

MADYA / Jenjang 8

619 TKK Ahli
19,4%

61,2%

MUDA / Jenjang 7

1.116 TKK Ahli
35%

57,8%

REALISASI E-SIMPAN PADA TKK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Kualifikasi
TKK Ahli

Jumlah TKK Ahli 
(SIKI)

Jumlah TKK Ahli
telah input
e-SIMPAN

Jumlah TKK Ahli
telah input

e-SIMPAN, namun 
belum submit

Selisih

Muda & Jen. 7 1.931 1.116 22 (793)

Madya & Jen. 8 1.010 619 22 (369)

Utama & Jen. 9 250 165 3 (82)

Total 3.191 1.900 47 (1.244)

Keterangan :
Sebanyak 1.244 TKK Ahli yang belum menginput e-SIMPAN

REALISASI E-SIMPAN PADA TKK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Data SIKI 8 September 2023



121.392
TKK Ahli

INPUT

Utama / Jen. 9 :

    13.399 TKK Ahli
Madya / Jen. 8 :

    45.211 TKK Ahli
Muda / Jen. 7 :

    62.782 TKK Ahli

52,3%
63.544
TKK Ahli

47,7%
57.848
TKK Ahli

NON INPUT

41,9%
50.914
TKK Ahli

10,4%
12.630
TKK Ahli

Belum memiliki SKA/SKK-K Ahli
& habis masa berlaku

Memiliki SKA/SKK-K Ahli

Data SIKI 27 Agustus 2023

UTAMA / Jenjang 9

7.202 TKK Ahli

5,9%

53,8%

MADYA / Jenjang 8

20.064 TKK Ahli
16,5%

44,4%

MUDA / Jenjang 7

23.648 TKK Ahli
19,4%

37,7%

REALISASI E-SIMPAN PADA TKK
DATA NASIONAL



Kualifikasi
TKK Ahli

Jumlah TKK Ahli
(SIKI)

Jumlah TKK Ahli
telah input
e-SIMPAN

Selisih

Muda & Jen. 7 62.782 23.648 (39.134)

Madya & Jen. 8 45.211 20.064 (25.147)

Utama & Jen. 9 13.399 7.202 (6.197)

Total 121.392 50.914 (70.478)

Keterangan :
Sebanyak 70.478 TKK Ahli yang belum menginput e-SIMPAN dan yang belum 
memiliki SKA / SKK Ahli

Data SIKI 27 Agustus 2023

REALISASI E-SIMPAN PADA TKK
DATA NASIONAL



3.150
BUJK

INPUT

Besar :

    46 BUJK
Menengah :

    397 BUJK
Kecil :

    2.622 BUJK
Spesialis / P :

    85 BUJK

7,2%
228
BUJK

92,8%
2.922
BUJK

NON INPUT

5,6%176 BUJK

1,6%52 BUJK

Sudah input, namun
Belum submit

Sudah input

Spesialis

2 BUJK
0,1%

2,3%

Kecil

45 BUJK
1,4%

1,7%

Menengah

103 BUJK
3,3%

25,9%

Besar

26 BUJK
0,8%

56,5%

REALISASI E-SIMPAN PADA BUJK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Data SIKI 8 September 2023



Kualifikasi
BUJK

Jumlah BUJK
(SIKI)

Jumlah BUJK
telah input
e-SIMPAN

Jumlah BUJK
telah input

e-SIMPAN, namun 
belum submit

Selisih

Besar 46 26 3 (17)

Menengah 397 103 15 (279)

Kecil 2.622 45 32 (2.545)

Spesialis / P 85 2 2 (81)

Total 3.150 176 52 (2.922)

Keterangan:
Sebanyak 2.922 BUJK yang belum menginput e-SIMPAN

REALISASI E-SIMPAN PADA BUJK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Data SIKI 8 September 2023



83.614
BUJK

INPUT

Besar :

    1.852 BUJK
Menengah :

    9.345 BUJK
Kecil :

    69.945 BUJK
Spesialis / P :

    2.472 BUJK

11,2%
9.397
BUJK

88,8%
74.217
BUJK

NON INPUT

11.2%
9.397
BUJK

0,0%0 BUJK

Belum memiliki SBU
& habis masa berlaku

Memiliki SBU

Spesialis

45 BUJK
0,1%

1,8%

Kecil

3.323 BUJK
4,0%

4,8%

Menengah

4.571 BUJK
5,5%

48,9%

Besar

1.458 BUJK
1,7%

78,7%

Data SIKI 27 Agustus 2023

REALISASI E-SIMPAN PADA BUJK
DATA NASIONAL



Kualifikasi
BUJK

Jumlah BUJK
(SIKI)

Jumlah BUJK
telah input

e-SIMPAN &
Memiliki SKA / SKK Ahli

Selisih

Besar 1.852 1.458 (394)

Menengah 9.345 4.571 (4.774)

Kecil 69.945 3.323 (66.622)

Spesialis / P 2.472 45 (2.427)

Total 83.614 9.397 (74.217)

Keterangan:
Sebanyak 74.217 BUJK yang belum menginput e-SIMPAN dan yang 
belum memiliki SBU Data SIKI 27 Agustus 2023

REALISASI E-SIMPAN PADA BUJK
DATA NASIONAL



1.247 1.384 

14.308 
20.341 

26.374 

35.653 
38.467 39.745 

46.121 

53.025 

59.103 
63.544 

3 Jan
2022

Ags 2022 Des 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 14 Apr
2023

30 Apr
2023

Mei 2023 Juni 2023 Juli 2023 27 Ags
2023

6.098 8.838 

92.071 
132.729 

173.387 

234.665 
254.177 263.483 

307.663 

369.250 

431.950 

477.245 

3 Jan
2022

Ags 2022 Des 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 14 Apr
2023

30 Apr
2023

Mei 2023 Juni
2023

Juli 2023 28 Ags
2023

TREN PERKEMBANGAN E-SIMPAN
Persyaratan tender harus input e-SIMPAN pada tanggal 17 April 2023

2023B A S E L I N E

INPUT PENGALAMAN

31,6%

52,3%Serah
Terima

PerMen
08/22

31Des
2022

0.8%

8,9%

2.154 

3.361 

5.205 
5.674 5.943 

6.308 6.421 6.529 

7.411 

8.294 
8.867 

9.354 

183 307 325 343 375 385 392 446 517 548 575 

3Jan
2022

Ags 2023 Des 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 14 Apr
2023

30 Apr
2023

Mei 2023 Juni 2023 Juli 2023 18
Ags2023

27.307 

45.275 
60.685 66.357 69.029 72.014 73.084 74.198 

92.253 

109.725 
119.862 

126.198 

887 1.163 1.211 1.259 1.325 1.364 1.394 1.546 1.658 1.729 1.799 

3Jan
2022

Ags 2022 Des 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 14 Apr
2023

30 Apr
2023

Mei 2023Juni 2023 Juli 2023 28 Ags
2023

INPUT PENGALAMAN

7,2%
11,2%

1,6%

5,7%

B A S E L I N E
Serah
Terima

PerMen
08/22

31Des
2022

TENAGA KERJA AHLI
BUJK

Main Cont Sub Cont

2023

DATA NASIONAL Data SIKI 27 Agustus 2023
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REALISASI SERTIFIKASI LSP

Tidak
Lengkap

27.442

284.855

Total
Permohonan

4.840

Antrian
Permohonan

9.937

Berproses
di LSP

30.002

Ditolak

212.634

TOTAL
SKK-K TERCETAK

Data SIKI 27 Agustus 2023



33.517 
7.771 

125.396 

157.122 

Proyeksi s.d. 
Desember 2023

164.893 

Proyeksi s.d.
Desember 2024

 248.620 

Data 2020
 273.682 

Data 2021
 290.326 

Data 2022
 159.594 

Data s.d
27 Agustus 2023

 158.913 

R² = 0,874

 December
2020

 December
2021

 December
2022

 January
2023

 February
2023

 March
2023

 April 2023  May 2023  June 2023  July 2023  August
2023

 September
2023

 October
2023

 November
2023

 December
2023

 December
2024

SKA SKA Transisi + SKK-K Ahli  + SKA Non Pengampu PROYEKSI REALISASI Linear (SKA Transisi + SKK-K Ahli + SKA Non Pengampu)

2024

Catatan:

Deviasi SKA dan SKK-K Ahli mulai Desember 2020 s.d 27 Agustus 2023 adalah -114.769 sertifikat.

2020 2021 2022 2023

Data SIKI 27 Agustus 2023

PROYEKSI PERKEMBANGAN SKK-K AHLI
s/d 31 DESEMBER 2024

(DATA NASIONAL)



52.537 
24.301 

68.855 

92.901 

Proyeksi s.d. 
Desember 2023

117.202 

Proyeksi s.d.
Desember 2024

 158.338 

Data 2020
 176.109 

Data 2021
 184.833 

Data 2022
 120.777 

Data s.d
27 Agustus 2023

 121.392 

R² = 0,873

 December
2020

 December
2021

 December
2022

 January
2023

 February
2023

 March
2023

 April 2023  May 2023  June 2023  July 2023  August
2023

 September
2023

 October
2023

 November
2023

 December
2023

 December
2024

TKA TKK AHLI PROYEKSI REALISASI Linear (TKK AHLI)

2024

Catatan:

Deviasi TKK Ahli mulai Desember 2020 s.d 27 Agustus 2023 adalah -54.717 orang.

2020 2021 2022 2023

Data SIKI 27 Agustus 2023

PROYEKSI PERKEMBANGAN TKK AHLI
s/d 31 DESEMBER 2024

(DATA NASIONAL)



Data SIKI 27 Agustus 2023

PROYEKSI PERKEMBANGAN SKK-K AHLI DAN TKK AHLI
s/d 31 DESEMBER 2024

(DATA NASIONAL)

Desember 2020

273.682
Sertifikat 

176.109
TKK 

Desember 2023

164.893
Sertifikat 

117.202
TKK 

Desember 2024

248.620
Sertifikat 

158.338
TKK 

Proyeksi Deviasi 2020 – 2024

-25.062
Sertifikat 

-17.771
TKK 

Proyeksi Deviasi 2020 – 2023

-108.789
Sertifikat 

-58.907
TKK 

Proyeksi Deviasi 2023 – 2024

+83.727
Sertifikat 

+41.136
TKK 



51.064 11.542 
188.702 

247.032 

Proyeksi s.d. 
Desember 2023

258.574 

Proyeksi s.d.
Desember 2024

 410.184 

Data 2020
 717.550 

Data 2021
 776.068 

Data 2022
 273.907 

Data s.d
27 Agustus 2023

 239.766 

R² = 0,8605

 December
2020

 December
2021

 December
2022

 January
2023

 February
2023

 March
2023

 April 2023  May 2023  June 2023  July 2023  August
2023

 September
2023

 October
2023

 November
2023

 December
2023

 December
2024

SKT SKT Transisi + SKK-K T/A/OP + SKT Non Pengampu PROYEKSI REALISASI Linear (SKT Transisi  + SKK-K T/A/OP + SKT Non Pengampu)

2024

Catatan:

Deviasi SKA dan SKK-K Ahli mulai Desember 2020 s.d 27 Agustus 2023 adalah -477.784 sertifikat.

2020 2021 2022 2023

Data SIKI 27 Agustus 2023

PROYEKSI PERKEMBANGAN SKK-K T/A/OP
s/d 31 DESEMBER 2024

(DATA NASIONAL)



112.820

62.045
100.441

145.356

Proyeksi s.d. 
Desember 2023

207.401

Proyeksi s.d.
Desember 2024

273.719Data 2020
 512.225 

Data 2021
 536.672 

Data 2022
 238.768 

Data s.d
27 Agustus 2023

 213.261 

R² = 0,8461

 December
2020

 December
2021

 December
2022

 January
2023

 February
2023

 March
2023

 April 2023  May 2023  June 2023  July 2023  August
2023

 September
2023

 October
2023

 November
2023

 December
2023

 December
2024

TKT TKK TERAMPIL PROYEKSI REALISASI Linear (TKK TERAMPIL)

2024

Catatan:

Deviasi TKK Terampil mulai Desember 2020 s.d 27 Agustus 2023 adalah -161.036 orang.

2020 2021 2022 2023

PROYEKSI PERKEMBANGAN TKK TERAMPIL
s/d 31 DESEMBER 2024

(DATA NASIONAL)

Data SIKI 27 Agustus 2023



PROYEKSI PERKEMBANGAN SKK-K T/A/OP DAN TKK TERAMPIL
s/d 31 DESEMBER 2024

(DATA NASIONAL)

Data SIKI 27 Agustus 2023

Desember 2020

717.550
Sertifikat 

512.225
TKK 

Desember 2023

258.574
Sertifikat 

207.401
TKK 

Desember 2024

410.184
Sertifikat 

273.719
TKK 

Proyeksi Deviasi 2020 – 2024

-307.366
Sertifikat 

-238.506
TKK 

Proyeksi Deviasi 2020 – 2023

-458.976
Sertifikat 

-304.824
TKK 

Proyeksi Deviasi 2023 – 2024

+151.610
Sertifikat 

+66.318
TKK 



Tidak 
Lengkap

49.740

201.038

Total 
Permohonan

2.865

Antrian 
Permohonan

885

Berproses 
di LSBU

10.337

Ditolak

139.421

Total 
SBU Tercetak

REALISASI SERTIFIKASI OLEH 13 
LSBU

Data SIKI 27 Agustus 2023



139.421

674.639

164.436 

257.456 
247.062 

709.492 

372.510 

303.857 

R² = 0,9321

Des 2020 Des 2021 Des 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 Mei 2023 Juni 2023 Juli 2023 Agt 2023 Sept 2023 Okt 2023 Nov 2023 Des 2023 Des 2024

Realisasi SBU 2020 SBU 2020 Realisasi SBU 2017 SBU 2017 Total SBU Realisasi Linear (SBU 2020)

Deviasi SBU mulai Desember 2020 s.d 18 Agustus 2023 adalah: -371.782 SBU

*) Asumsi produksi SBU KBLI 2020 oleh LSBU rata-rata 5.000 SBU/bulan

2023

Catatan:

31 Des 2022:

27 Agt 2023:

31 Des 2020:
31 Des 2021:

Proyeksi 
31 Des 2023:

Proyeksi 
31 Des 2024:

2024202220212020

Data SIKI 27 Agustus 2023

PROYEKSI PERKEMBANGAN SBU AKTIF
s/d 31 DESEMBER 2024

(DATA NASIONAL) 



47.302

36.312 

81.149 

94.693 

143.908 
151.160 

94.093 
83.614 

R² = 0,8639

Des 2020 Des 2021 Des 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 Mei 2023 Juni 2023 Juli 2023 Agt 2023 Sept 2023 Okt 2023 Nov 2023 Des 2023 Des 2024

Realisasi BU 2020 BU 2020 Realisasi BU 2017 BU 2017 Total BU Realisasi Linear (BU 2020)

Deviasi Badan Usaha mulai Desember 2020 s.d 18 Agustus 2023 adalah: -60.294 BU

PROYEKSI PERKEMBANGAN BADAN USAHA AKTIF
s/d 31 DESEMBER 2024

(DATA NASIONAL)

*) Asumsi produksi BU KBLI 2020 oleh LSBU dengan rata-rata 3.000 BU/bulan

2023

Catatan:

31 Des 2022:
27 Agt 2023:

31 Des 2020:
31 Des 2021:

Proyeksi 
31 Des 2023:

Proyeksi 
31 Des 2024:

2024202220212020

Data SIKI 27 Agustus 2023



Data SIKI 27 Agustus 2023

252.869
SBU

674.639
SBU 

-421.770
SBU 

Desember 2020 Desember 2023

Proyeksi Deviasi
2020-2023

187.475
SBU

Desember 2024

-65.394
SBU 

Proyeksi Deviasi
2023-2024

-487.164
SBU 

Proyeksi Deviasi
2020-2024

143.908
BU 

80.540
BU

94.693
BU

-63.368
BU 

+14.153
BU 

-49.215
BU 

PROYEKSI PERKEMBANGAN SBU DAN BADAN USAHA
s/d 31 DESEMBER 2024

(DATA NASIONAL)
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Ø JABATAN KERJA BELUM ADA LSP PENGAMPU
Ø TKK LUPA ATAU TIDAK MENGASAI AKUN



EVALUASI SKEMA
SE DJBK NO. 214/2022

Data SIKI 27 Agustus 2023

285
Total Skema 

Belum Beroperasi

165
Total Skema 
Beroperasi

73
Skema

Belum Beroperasi di LSP

123
Skema Beroperasi di LSP

42
Skema Beroperasi

oleh APT & Inisiator

212
Skema

Belum Beroperasi
oleh APT & Inisiator

450
SKEMA SE 214

196
Skema

Telah Diampu LSP

254
Skema

Belum Diampu LSP



CATATAN :

a. Dari 450 skema SE DJBK 214/2022, sebanyak 39 skema Ahli, 375 skema Terampil, 16 skema Fresh Graduate, dan 20 skema Penunjang Pembangunan IKN.

b. Dari 25 skema Ahli diampu APT, hanya sebanyak 15 skema yang memiliki SKKNI dan ada di SE LPJK No. 7/2022.

c. Dari 36 skema Terampil diampu APT, hanya sebanyak 9 skema yang memiliki SKKNI dan ada di SE LPJK No. 7/2022.

PEMETAAN SKEMA SE DJBK NO. 214/2022

KLASIFIKASI (SE 214)

TOTAL 
SKEMA 

TERDAFTAR
(SE 214)

SKEMA TELAH DIAMPU LSP SKEMA BELUM DIAMPU LSP

Skema BEROPERASI Skema BELUM BEROPERASI Skema BEROPERASI Skema BELUM BEROPERASI

Ahli Terampil FG IKN Ahli Terampil FG IKN Ahli Terampil FG IKN Ahli Terampil FG IKN

ARSITEKTUR 94 2 34 - 6 4 7 1 - 6 4 - 2 - 14 2 12

MANAJEMEN
PELAKSANAAN 5 - - 2 - - - - - 1 - - - 2 - - -

MEKANIKAL 112 - 5 3 - - 38 - - - 5 - - 3 58 - -

SIPIL 141 - 41 5 - - 11 - - 1 8 - - 11 64 - -

TATA LINGKUNGAN 77 1 17 1 - 5 6 1 - 3 9 1 - - 33 - -

LAIN-LAIN 21 - 6 - - - - - - - 2 - - - 13 - -

JUMLAH 450

3 103 11 6 9 62 2 - 11 28 1 2 16 182 2 12

123 73 42 212

196 254

Data SIKI 27 Agustus 2023



Inisiator
APT; BUJK; LPPK; OPD

Proses Reqruitment

Pemohon SKA 

BISNIS PROSES SERTIFIKAT KOMPETENSI AHLI (SKA) KONSTRUKSI DAN PEMBAYARAN NON PENGAMPU 
(SESUAI SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NOMOR 214/SE/Dk/2022)

Asosiasi Profesi Terakreditasi

Penyampaian data Pemohon Baru dan 
Perpanjangan ke SIKI LPJK: 
• KTP
• NPWP
• Foto 3x4 
• Riwayat Pendidikan (Ijazah sesuai 

program pendidikan)
• Daftar Pengalaman Kerja (Dari E-

SIMPAN)
• Surat Pernyataan Kebenaran Data 
• KTA Asosiasi
• Self Assesment

Khusus Perpanjangan Sertifikat 
• Sertifikat Keahlian/SKA
• Pemenuhan Angka Kredit PKB (120 SKPK) 

/ Maksimal 5 Executive Summary

• Verifikasi dan Validasi termasuk 
pemenuhan angka kredit PKB

• Menandatangani BA hasil VV
• Mengunggah Data yang sudah di VV 

ke siki.pu.go.id

Sekretariat Tim 
Penyelenggara Sertifikasi

STATUS 0

Lengkap

Tim Pelaksana 
Penyelenggara SertifikasiAsesor Kompetensi

• Penunjukan Asesor (2 orang Askom untuk 
permohonan baru, dan 1 orang Askom untuk 
permohonan perpanjangan)

• Penjadwalan Uji Kompetensi dan Survey TUK 
• Konfimasi kepada Asesor terkait penyiapan 

MUK ;
• Menetapkan TUK
• Menetapkan Metode Pelaksanaan Uji 

Kompetensi : dalam jaringan/luar 
jaringan/hybrid/ onsite

 

• Pelaksanaan Uji Kompetensi 
(metode Uji Kompetensi : 
Portofolio, Wawancara, Uji 
Tertulis, Uji Lisan, dan Verifikasi 
Pihak ke 3)

• Menyampaikan rekomendasi 
asesor terhadap hasil asesmen

 

B
K

Tim Pelaksana 
Penyelenggara Sertifikasi

• Membuat dan 
menyampaikan daftar 
pembayaran biaya sertifikasi 
(biaya Honorarium asesor 
dan/atau transportasi dan 
akomodasi asesor) kepada 
inisiator

• Menerima bukti pembayaran 
sesuai perjanjian kerjasama

• Pelaksana membuat Berita 
acara hasil uji kompetensi

Tim Pengarah/PengurusKetua LPJK

• Rapat penetapan hasil uji 
kompetensi (2 hari kerja)

• Penetapan Hasil Uji 
Kompetensi

STATUS 99

K

Berita Acara 

Tim Pelaksana dan 
Sekretariat Tim

• Penerbitan dan 
Pengirirman SKA 
elektronik dengan masa 
berlaku 3 tahun  (1 hari 
kerja)

STATUS 4 & 
5

STATUS 3 STATUS 1 & 
2

STATUS 1 

Pemohon SKA

STATUS 6

• Pemohon download 
sertifikat menggunakan 
username dan password 
yang telah diberikan

Tida
k

Y
a

• Melakukan pemeriksaan 
kelengkapan dokumen.

• Memberikan tanda terima 
permohonan 

• Menyampaikan 
hasil pemeriksaan 
sesuai Format VI 
angka 6.1.5 (2 Hari 
Kerja)

• Surat Pemberitahuan

• Persetujuan 
Penerbitan dan 
Pencatatan•Menetapkan 

nomor 
registrasi (1 
hari kerja)

Perjanjian kerjasama antara 
inisiator dengan Tim 

Penyelenggara Sertifikasi 

Konfirmasi ketersediaan TUK, jumlah dan jadwal kehadiran asesi, 
untuk pelaksanaan Uji Kompetensi

• TUK, Jumlah dan 
Jadwal asesi, 
terkonfirmasi

• Menyiapkan TUK, Jumlah 
dan Jadwal Asesi



Inisiator
LPPK (Lembaga Pendidikan); BUJK; OPD

Proses Reqruitment

Pemohon SKA Ahli 
Muda Freshgraduate

BISNIS PROSES SERTIFIKAT KOMPETENSI AHLI MUDA FRESHGRADUATE (SKA) DAN PEMBAYARAN NON PENGAMPU 
(SESUAI SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NOMOR 214/SE/Dk/2022)

Penyampaian data Pemohon Baru ke SIKI 
LPJK: 
• KTP
• NPWP
• Foto 3x4 
• Riwayat Pendidikan (Ijazah/Surat 

Keterangan Lulus Sementara/Surat 
Keterangan Telah Menyelesaikan 
Pembelajaran sesuai program 
pendidikan)

• Surat Pernyataan Kebenaran Data 
• Self Assesment

• Verifikasi dan Validasi
• Menandatangani BA hasil 

VV
• Mengunggah Data yang 

sudah di VV ke siki.pu.go.id

Sekretariat Tim 
Penyelenggara Sertifikasi

STATUS 0

Lengkap

Tim Pelaksana 
Penyelenggara SertifikasiAsesor Kompetensi

• Penunjukan Asesor (1 orang Askom)
• Penjadwalan Uji Kompetensi dan Survey TUK 
• Menyampaikan rincian kebutuhan 

ketersediaan TUK kepada inisiator
• Konfimasi kepada Asesor terkait penyiapan 

MUK ;
• Menetapkan TUK
• Menetapkan Metode Pelaksanaan Uji 

Kompetensi : dalam jaringan/luar 
jaringan/hybrid/ onsite

 

• Pelaksanaan Uji Kompetensi 
(metode Uji Kompetensi : 
Portofolio, Wawancara, Uji 
Tertulis, Uji Lisan)

• Menyampaikan rekomendasi 
asesor terhadap hasil asesmen

 

B
K

Tim Pelaksana 
Penyelenggara Sertifikasi

• Membuat dan 
menyampaikan daftar 
pembayaran biaya sertifikasi 
(biaya Honorarium asesor 
dan/atau transportasi dan 
akomodasi asesor) kepada 
inisiator

• Menerima bukti pembayaran 
sesuai perjanjian kerjasama

• Pelaksana membuat Berita 
acara hasil uji kompetensi

Tim Pengarah/PengurusKetua LPJK

• Rapat penetapan hasil uji 
kompetensi (2 hari kerja)

• Penetapan Hasil Uji 
Kompetensi

STATUS 99

K

Berita Acara 

Tim Pelaksana dan 
Sekretariat Tim

• Penerbitan dan 
Pengirirman SKA 
elektronik dengan masa 
berlaku 1 tahun  (1 hari 
kerja)

STATUS 4 & 
5

STATUS 3 STATUS 1 & 
2

STATUS 1 

Pemohon SKA

STATUS 6

• Pemohon download 
sertifikat menggunakan 
username dan password 
yang telah diberikan

Tida
k

Y
a

• Melakukan pemeriksaan 
kelengkapan dokumen.

• Memberikan tanda terima 
permohonan

• Konfirmasi ketersediaan 
TUK, jumlah dan jadwal 
kehadiran asesi, untuk 
pelaksanaan Uji Kompetensi

 

• Menyampaikan 
hasil pemeriksaan 
sesuai Format VI 
angka 6.1.5 (2 Hari 
Kerja)

• Surat Pemberitahuan

• Persetujuan 
Penerbitan dan 
Pencatatan•Menetapkan 

nomor 
registrasi (1 
hari kerja)

Persyaratan Khusus : 
• Sertifikat Pemberian Kompetensi 

tambahan
• Sertifikat SIBIMA

• Menyiapkan TUK , Jumlah 
dan Jadwal Asesi , 

• Perjanjian kerjasama 
antara inisiator dengan 
Tim Penyelenggara 
Sertifikasi 

• TUK, Jumlah dan 
Jadwal asesi, 
terkonfirmasi



Inisiator
BUJK; LPPK; OPD

Proses Reqruitment

Pemohon SKT

BISNIS PROSES SERTIFIKAT KOMPETENSI KETERAMPILAN (SKT) KONSTRUKSI DAN PEMBAYARAN NON PENGAMPU 
(SESUAI SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NOMOR 214/SE/Dk/2022)

Penyampaian data Pemohon Baru dan 
Perpanjangan ke SIKI LPJK: 
• KTP
• NPWP (jika ada)
• Foto 3x4 
• Riwayat Pendidikan (ijazah untuk SKT 

Kelas 1 dan Kelas 2, untuk SKT kelas 3 
dapat tanpa ijazah)

• Surat Pernyataan Kebenaran Data 
• Daftar pengalaman kerja 

• Verifikasi dan Validasi
• Menandatangani BA hasil VV
• Mengunggah Data yang 

sudah di VV ke siki.pu.go.id

Sekretariat Tim 
Penyelenggara Sertifikasi

STATUS 0

Lengkap

Tim Pelaksana 
Penyelenggara SertifikasiAsesor Kompetensi

• Penunjukan Asesor (1 orang Askom)
• Penjadwalan Uji Kompetensi dan Survey TUK 
• Menyampaikan rincian kebutuhan 

ketersediaan TUK, Material dan Peralatan 
kepada inisiator

• Konfimasi kepada Asesor terkait penyiapan 
MUK ;

• Menetapkan TUK
• Menetapkan Metode Pelaksanaan Uji 

Kompetensi : dalam jaringan/luar 
jaringan/hybrid/ onsite

 

B
K

Tim Pelaksana 
Penyelenggara Sertifikasi

• Membuat dan 
menyampaikan daftar 
pembayaran biaya sertifikasi 
(biaya Honorarium asesor 
dan/atau transportasi dan 
akomodasi asesor) kepada 
inisiator

• Menerima bukti pembayaran 
sesuai perjanjian kerjasama

• Pelaksana membuat Berita 
acara hasil uji kompetensi

Tim Pengarah/PengurusKetua LPJK

• Rapat penetapan hasil uji 
kompetensi (2 hari kerja)

• Penetapan Hasil Uji 
Kompetensi

STATUS 99

K

Berita Acara 

Tim Pelaksana dan 
Sekretariat Tim

• Penerbitan dan 
Pengirirman SKT 
elektronik dengan masa 
berlaku 3 tahun  (1 hari 
kerja)

STATUS 4 & 
5

STATUS 3 STATUS 1 & 
2

STATUS 1 

Pemohon SKT

STATUS 6

• Pemohon download 
sertifikat menggunakan 
username dan password 
yang telah diberikan

Tida
k

Y
a

• Melakukan pemeriksaan 
kelengkapan dokumen.

• Memberikan tanda terima 
permohonan

• Konfirmasi ketersediaan 
TUK, jumlah dan jadwal 
kehadiran asesi, Material 
dan Peralatan untuk 
pelaksanaan Uji Kompetensi

 

• Menyampaikan 
hasil pemeriksaan 
sesuai Format VI 
angka 6.1.5 (2 Hari 
Kerja)

• Surat Pemberitahuan

• Persetujuan 
Penerbitan dan 
Pencatatan•Menetapkan 

nomor 
registrasi (1 
hari kerja)

Khusus Perpanjangan Sertifikat 
• Sertifikat Keterampilan / SKT

• TUK, Jumlah dan 
jadwal asesi, 
material, 
peralatan 
terkonfirmasi

• Menyiapkan TUK, Jumlah 
dan Jadwal Asesi, 
Material, dan Peralatan 
Uji Kompetensi

• Perjanjian kerjasama 
antara inisiator dengan 
Tim Penyelenggara 
Sertifikasi 

• Pelaksanaan Uji Kompetensi 
(metode Uji Kompetensi : 
Portofolio, Wawancara, Uji 
Tertulis, Observasi/Praktek)

• Menyampaikan rekomendasi 
asesor terhadap hasil asesmen

 



PENERBITAN DAN RESET 
AKUN SIKI DAN E-SIMPAN 

https://siki.pu.go.id/perubahan-
tkk/pendaftaran


